
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam 
penyempurnaan tugas, fungsi, serta tata kerja pada Dinas 
Lingkungan Hidup, maka perlu mengubah Peraturan Bupati 
Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dengan 
Keputusan Bupati; 
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Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6858); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6897); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6618); 

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentangBadan 
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Perubahan Menteri Dalam Negeri dalam 80 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 
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Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 197]; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1539); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar 
Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 
2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 412); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur 
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4350); 

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 
Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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( 1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat {1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan 
mengevaluasi kegiatan bidang pencegahan, 

Pasal 77a 

Paragraf 4a 
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Ketentuan Bagian Ketujuh dalam Peraturan Bupati 
Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan 
{Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 
Seri D), di an tara Paragraf 4 dan Paragraf 5, dan diantara 
Pasal 77 dan Pasal 78, disisipkan 1 {satu) paragraf dan 1 
{satu) pasal, yakni Paragraf 4A, dan Pasal 77 A, sehingga 
berbunyi se bagai beriku t : 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 43 TAHUN 2024 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, 
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
{Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 
Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Nomor); 

19. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bangkalan {Berita Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri D); 
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kerusakan dan pencemaran pengendalian 
lingkungan; 

1. pengoordinasian kebijakan Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
pengendalian pencemaran dan kerusakan 
Lingkungan Hidup; dan 

remediasi, rehabilitasi dan restorasi; 
J. pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan 

melalui pemberian informasi, pengisolasian dan 
penghentian; 

k. penyusunan kebijakan, pengembangan dan 
pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan terkait 

pembersihan, melalui lingkungan kerusakan 

pencemaran lingkungan dan standarisasi bidang 
lingkungan; 

c. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup; 

d. penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan 
pemantauan kualitas lingkungan hidup; 

e. pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan 
pencemaran melalui pemberian informasi, 
perencanaan dan pembangunan prasarana pengolah 
limbah sumber pencemar institusi dan non institusi; 

f. pelaksanaan pemulihan pencemaran melalui 
pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi 
sumber pencemar institusi dan non institusi; 

g. penyiapan dan pengembangan sistem informasi 
peringatan dini terhadap potensi dampak 
pencemaran kerusakan lingkungan hidup kepada 
masyarakat; 

h. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi 
evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; 

1. pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 

pencegahan teknis kebijakan b. perumusan 

penanggulangan dan. pemulihan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan; 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025 
NOMOR l SERI D 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal II 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 23 Januari 2025        

  Pj. BUPATI BANGKALAN,      

                   ttd.       

     ARIEF MOELIA EDIE
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Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 23 Januari 2025
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,                  
    
                           ttd.

                 IRMAN GUNADI
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
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